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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepusatakan tentang “Studi Analisis
Hukum  Islam  Terhadap Putusan Pengadilan Negeri  Sidoarjo
No0.202/Pid.B/2009/PN.Sda. Tentang Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur”
Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan tentang Apa Pertimbangan
Hukurn Hakim Dalam Memutuskan Perkara No.202/Pid.B/2009/PN.Sda dan
Bagaimana Perspektiff UU No 23 Tahun 2002 Terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Sidoarjo N0.202/Pid.B/2009/PN.Sda serta Bagaimana Perspektif Hukum
Pidana  Islam  Terhdap  Putusan  Pengadilan = Negeri - Sidoarjo
No.202/Pid.B/2009/PN?

Data penclitian dihimpun melalui kajian atas isi Putusan Pengadilan
Negeri Sidoarjo tentang Kekerasan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur
dan documenter literature) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif
analisis serta kesimpulan diperoleh melalui pola berpikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan hakim dalam menjatuhkan
perkara No.202/Pid.B/2009/PN.Sda.bagi pelaku kekearasan yang yang dilakukan
terhadap anak dibawah umur dengan memvonis 6 (enam) bulan dan
membebankan denda Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selain memenuhi
pasal 80 (1) UU Perlindungan Anak juga berdasarkan pada pertimbangan hal-hal
yang memberatkan dan pada hal-hal yang meringankan.

Menurut UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 pasal 80 (1)
pelakunya dijatuhi dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun (enam)
bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,-tujuh puluh juta rupiah).

Sedangkan dalam hukum pidana Islam vonis yang dilakukan sangat
bertolak belakang dalam kasus ini,dimana yang semestinya korban berhak
menerima sanksi a°zir oleh seorang muallim (guru) yang memang benar-benar
mempunyai ahk untuk menta’zir dalam masalah ini,terutaam untuk mendidik dan
meluruskan akhlak yang kurang baik ,dalam kasus ini malah justru sang
pendidiklah yang dijadikan tersangka dan dikenai sanksi hukuman.Padahal
semata-mata untuk tujuan mendidik dan tidak ada niat sedikitpun untuk
malakukan kekerasan.

Berdasarkan analisis diatas penulis menyarankan bagi penegak hokum
agar dapat lebih bijaksana dalam memutuskan perkara dan lebih bisa meninjau
kembali untuk agar tercipta keadilan yang seadil-adilnya.Dan bagi orangtua agar
bisa mendidik anaknya untuk lebih menghormati gurunya karena keduduakn guru
sama atau disejajarkan dengan orangtua.
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DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini ban
yang berasal dari bahasa Arab
digunakan untuk penulisan te

yak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term)
ditulis dengan huruf Latin. Pedoman tr
rsebut adalah sebagai berikut -

. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya
dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan

dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

Arab LATIN
Kons. Nama Kons. Nama
1 Alif Tidak di lambangkan
& Ba B Be
<O Ta T Te
< Sa S Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha H Ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh Ka dan Ha
3 Dal D De
K Zal Z Zet (dengan titik di atas)
D) Ra R Er
D Zai Z Zet
Y Sin S Es
U Syin Sy Es dan Ye
U Sad S Es (dengan titik di bawah)
8> Dad D De (dengan titik di bawah)
L Ta T Te (dengan titik di bawah)
L Za z Zet (dengan titik di bawah)
& Ain ¢ Koma terbalik (di at as)
¢ Gain G Ge
a Fa F Ef
3 Qaf Q Ki
< Kaf K Ka
J Lam L El

ansliterasi yang

seluruhnya
ke tulisan Latin sebagian
tanda, dan sebagian lainnya




e Mim M Em
O Nun N En
9 Wau w We
° Ha H Ha
7 Hamzah ' Apostrof
& Ya Y Ya

. Vokal tunggal atau monoftong bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa
tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan
huruf sebagai berikut :

a. Tanda fathah dilambangkan dengan huruf 4, misalnya a/ hakamu.

b. Tanda kasrah dilambangkan dengan huruf j, misalnya b/d’;.

¢. Tanda dammah dilambangkan dengan huruf u, misalnya khulu’,

. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan
dengan gabungan huruf sebagai berikut :

a. Vokal rangkap ' dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya
Syawkaniy.
b. Vokal rangkap ¢! dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya

Zuhayliy.

. Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan
horisontal) di atasnya, misalnya ta’zir.

Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid,
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama
dengan huruf yang bertanda syaddaf itu, misalnya khata’.

. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam,
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai
dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda
sempang sebagai penghubung. Misalnya a/-Khata’,

Ta’ marbitah mati atau yang dibaca seperti berharakat sukun, dalam tulisan
Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan ta’ marbitah yang hidup
dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya jinaya#. '
. Tanda apostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang
terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya an-nisa’ Sedangkan di awal kata,
huruf hamzah tidak dilambangkan dengan sesuatu pun, misalnya /brahim.



BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seringkali kita melihat kepada anak didik atas kelaku@ atau prilaku
mercka yang melanggar norma, kita juga sering melihat mereka tidak berakhlak
ketika mereka melakukan perbuatan tercela, bahkan kita juga sering melihat
pendidik atau guru memarahi mereka atas perlakuan atau prilaku mereka yang
tidak terpuji, semua itu di lakukan karena pendidik menginginkan mereka
menjadi anak yang baik dan berbudi luhur.

Prihal akhlak scorang murid kepada guru pun telah menjadi bahasan
tersendiri dalam sebuah kitab Ta’lim Muta’alim, kitab ini biasanya dibahas oleh
murid-murid yang belajar di pondok pesantren, bahkan pembahasannya sangat
terperinci.

Kitab itu pun ditulis karena sang pengarang ingin memberikan pesan
kepada sang pembaca betapa terpujinya seorang murid memiliki akhlak yang
baik, tapi pendidik pun tidak boleh lupa, bahwa sebagai manusia biasa yang tidak
luput dari kesalahan, kadang-kadang pendidik pun sering melakukan hal-hal yang
kurang terpuji di hadapan anak didiknya, sering kali mereka lupa dan jarang mau
menyadari atau intropeksi diri.

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berlandaskan syarat

“paksaan hukuman ketertiban” itu di anggap memperkosa hidup kebatinan anak,



pendidikan scharusnya bedasarkan pada asih, asah dan asub.suasana yang
dibutuhkan dalam dunia pendidikan adalah suasana yang berprinsip pada
kekeluargaan, kebaikan hati, empati, cinta dan kasih dan penghargaan terhadap
masing-masing anggotanya, maka hak- setiap individu hendaknya membantu
peserta didik untuk menjadi merdeka dan indenpenden secara fisik, mental dan
spiritual.

Pendidikan hendaknya tidak mengembangkan aspek intelektual sebab akan
memisahkan dari orang kebanyakan, pendidikan hendaknya memperkaya setiap
individu tetapi perbedaan antara masing-masing pribadi harus tetap di
kembangkan, pendidikan hendaknya meperkuat rasa percaya diri,
mengembangkan harga diri, setiap orang harus hidup sederhana dan guru
hendaknya rela mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadinya demi
kebahagiaan para peserta didiknya.'

Imam Ghozali dalam kitabnya, Thya’ Ulumuddin yang artinya
menyebutkan bahwa sebagai seseorang guru atau pengajar, haruslah belas kasih
kepada anak didik dan memperlakukan mercka seperti anak sendiri’, ketika
mengajarkan suatu pelajaran kepada mereka haruslah dengan kasih sayang,
ketika mereka melakukan kesalahan harus di ingatkan dengan halus karena

apabila kita mengingatkan dengan sebuah kekerasan itu akan mengakibatkan

! www.koranpendidikan.cony/.../pembelajaran
? Imam Al-Ghozali, /hya’ Ulumuddin, (Semarang, Toha Putra), 55



sebuah pertentangan atau sebuah ﬁrotcs dari anak didik dan akan mengurangi
kewibawaan seorang guru,

Hal ini sesuai dengan Hadist rasulullah SAW:

el Jo (S0
Artinya: “Adapun saya bagi kalian seperti ayah pada ansk nya™
Melihat pemikiran di atas, pembelajaran akhak bukan bukan hanya untuk
anak didik saja, akan tetapi pembelajaran akhlak juga berlaku untuk pendidik.
Jika ada pelajaran akhlak murid kepada guru, sebaiknya ada akhlak guru kepada
| murid. Karena adanya sekolah atau lembaga pendidikan adalah untuk mendidik
seorang anak didik menjadi manusia terdidik. Jadi pendidikannya pun haruslah
orang yang terdidik dengan baik sebagai seorang pendidik, marilah kita sama-
sama saling memahami tugas satu sama lain dengan mempraktikkanya untuk
menghasilkan anak didik yang baik yang kelak akan menjadi harapan Agama,
Bangsa dan Negara kita tercinta ini. Meskipun seorang pendidik tersebut kurang
baik, tetapi kita tetap tidak boleh kurang ajar, dan tetap harus selalu
menghormati beliau.*
Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang
masih ada dalam kandungan.’ Negara kesatuan republik Indonesia menjamin

kesejahteraan hak-hak asasi manusia, anak merupakan amanah dan karunia dari

3 bid,. 55 .
* http://setiyo.wordpress.com/2010/03/24/berbakti-kepada-gurw/
5 Undang-Undang No 23 Tahua 2002, tentang perlindungan anak Pasal 1 ayat 1.



Allah SWT yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia
seutuhnya.

Scbagaimana diketahui anak adalah tunas, potensi dan generasi muda
penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan
sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada
masa depan.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai tunas,
potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa maka ia perlu mendapat
kesempatan seluas-luasnya,untuk sosial, serta berahklak mulia, wntuk
mewujudkan hal tersebut, maka perlu di lakukan perlindungan serta untuk
mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap
pemenuhan hak-hak nya perlakuan tanpa diskriminasi.®

Menanggapi fenomena yang terjadi di tanah air, pemerintah telah
mengeluarkan UU RI. No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan
kemudian di perbarui dengan UU No. 23 Tahun 2002 mengatur hak-hak anak
sebagaimana yang telah ada dalam UU RI. No 23 Tahun 2002 Pasal 80 Ayat (1,
2, 3, 4. ),yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melekukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan,

atau penganiyayaan terhadap anak, di pidana dengan pidana penjara,paling

¢ Penjelasan Undang-undang R.I No 23 Tahun 2002, perlindungan anak, 169



lama 3 (tiga) tahun 6 (emam) bulan Watau denda paling banyak Rp
72.000.600,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

2. Dalam hal anak scbagaimana di maksud dalam ayat (1) luka berat, maka
pelaku di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 lima) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Dalam hal anak segaimana yang di maksud dalam ayat (2) mati,maka pelaku
di pidana engan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana di maksud dalam
ayat(l), ayat(2), dan ayat(3) apabila yang melakukan penganiyaan tersebut
orang tuanya.’

Dari sini suda terlihat sangat jelas bahwa anak di mata Negara sangat di
perhatikan sama halnya dengan orang dewasa dimana harkat dan martabat sama
di mata hukum.

Kejahatan bukanlah sesuatu yang fitri pada diri manusia. Kejahatan bukan
pula profesi yang di usahakan oleh manusia, juga bukan penyakit yang menimpa
manusia. Kejahatan atau jindyah atau juga di sebut jarimah. ® Menurut bahasa

adalah perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang di pandang tidak baik, dibenci oleh

7 Undang-Undang No 23 Tahun 2002, fentang perlindungan ansk Pasal 1 ayat (1, 2, 3, 4)

® Ibnu Mas'ud dan Zainal Abxdm, Figili Madzhab Syafi’iBuku 2: Muamalat, Munakahat,Jinayat,
(Bandung, Pustaka Setia, 2007), 479



manusia karna bertentangan dengan keadilan, kcbenaran, dan jalan yang lurus
yaitu agama.” Sedangkan kejahatan menurut Kamus Hukum adalah perbuatan
yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud
tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain atau
masyarakat.'’

Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas yaitu mengenai tindak
pidana kekerasan atau penganiyaan terhadap anak sering terjadi di kalangan
masyarakat khususnya di sekitar kita yang akhir-akhir ini sangat gencar di sorot
oleh pemerintah, dan yang sering kita temukan di media-media masa, media
elektronik dan mﬁsih banyak yang lain, seperti halnya kekerasan yang di lakukan
seorang guru pada anak didiknya, salah satu contoh yéng kongkrit adalah kasus
di Pengadilan Sidoarjo antara YS dan DO, yang menimpa “DO” sebagai korban
dan “YS” sebagai pelaku atau tedakwa atau tersangka, yang telah di putuskan
bersalah oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo No.202/Pid.B/2009/PN.Sda) dan
korban DO anak di bawah umur.

Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2008 sekitar jam
07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk
bulan desember tahun 2008 bertempat di Lapangan Olah Raga belakang sekolah

SDN 1 Tropodo Waru Sidoarjo, pada awalnya terdakwa YS sedang mengajar

9 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), 9 .
1 Citra Umbara, Kamus hukum, (Bandung, Citra Umbara, 2008), 193.



olah raga di lapangan sekolah, pada awalnya terdakwa mcn'gajarkan. pelajaran
olah raga yaitu bermain kata berantai dimana cara permainan tersabut adalah
para siswa kelas 1 (satu) di bagi 4 (empat) banjar, yang saat itu di ikuti oleh 60
(enam puluh) siswa, dimana untuk korban DO saat melakukan pelajaran tersebut
berlari-lari kedepan dan tidak memperhatikan kata berantai yang di ajarkan
tersebut sambil bergurai sendiri, kemudian terdakwa YS menyentil telinga kiri
korban DO dengan tangannya sebanyak satu kali sambil mengatakan “ coba
dengarkan perintah yang diberikan, jangan bergurau sendiri” yang kemudian
korban DO langsung masuk kebarisan dan mengikuti permanan lagi. Akibat
perbuatan tedakwa YS yang menyentil telinga kiri korban DO menjadi sakit dan
nyeri di telinga hingga memar, kemerahan dan bengkak.
1. VISUM ET REPERTUM LUKA, Nomer : 400/101/404.3.22/2008
2. KESIMPULAN

Keradangan pada telinga luar akibat infeksi atau trauma benda tumpul.

Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, yaitu tantang tindak
pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur, penulis tertarik untuk
mengangkat permasalahan tersebut di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan
hakim dalam memutuskan perkara yang ada, putusan hakim dalam méncrapkan
undang-undang perlindungan anak di Pengadilan Negeri Sidoarjo, dalam

menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur,



sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, serta di tinjau dari hukum
pidana Islam tentang perkara tersebut.

Dengan demikian, setidaknya harapan penulis bahwa studi minimal dapat
memberikan konstribusi pemikiran dan bahan masukan yang dapat di
manfaatkan sebagai pertimbangan bahwa hukum pidana Islam sangat fleksibel

dan universal.

. Rumusan masalah
Dari uraian latar belakang di atas, dapat di rumuskan beberapa masalah
yang akan di kaji dalam penelitian ini, rumusan masalah tersebut adalah:
1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pemgadilan negeri Sidoarjo
mengenai kasus pidana kekerasan terhadap anak?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan PN Sidoarjo

No.202/Pid.B/2009/PN.Sidoarjo?

. Kajian Pustaka

Penulisan skripsi mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak
memang banyak di bahas, namun penelitian yang di lakukan sebelumnya tetap
menjadi bahan rujukan atau atau masukan dalam penulisan penelitian ini. Adapun
karya yang terbentuk dalam tulisan ini antara lain:
1. Skripsi yang di tulis oleh Tajus Subki, Tahun 2006, berjudul: “Upaya

Advokasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jawa Timur dan Tindak Keket;asan



terhadap Anak (dalam Perfektif Kriminologi dan Hukum Islam)”. Inti dari
skripsi itu menyebutkan bahwa upaya advokasi yang dilakukan PPT Jatim
dalam melindungi korban kekerasan,pandangan Islam sudah sesuai dengan
Islam karma hukum Islam telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa
menjaga dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan atau pun
penganiyayaan.
. Skripsi yang di tulis oleh Abd Rozak Tahun 2009, berjudul : “Perspektif
Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan
Anak Mengelai tentang Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga (Studi
Penanganan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat
Pelayanan Terpadu/PPt Kabupaten Probolinggo).” Dalam skripsi tersebut
menjelaskan hal-hal yang mendorong terjadinya kekerasan.
a) Keterbatasan pendidikan orang tua.
b) Pengaruh media masa yang menyajikan berbagai tindakan kekerasan.
Upaya memanilisir terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah
tangga, antara lain:
a) Sosialisasi mengenai Undang-Undang perlindungan Anak pada
masyarakat.
b) Pendidikan dan pengetahuan agama yang cukup oleh orang tua.

¢) Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.
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Sedangkan inti dari skripsi kali' ini adalah membahas putusan hakim dalam
memutuskan perkara No. 202/pid.B/2009/PN.Sda. Ditinjau dari UU perlindungan
anak dan Hukum pidana Islam. Yang mana dalam menjatuhkan hukuman hakim
menjatuhi hukuman bagi pelakunya yang relatif ringan yaitu 6 (enam) bulan
penjara masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan m.embayar denda sebesar Rp

600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

. Tujuan Penelitian
Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. ‘Untuk mengetahui apa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara
No.202/pid.B/2009/PN.Sda.
2. Untuk mengetahui perfektif Hukum pidana Islam tentang kekerasan terhadap
anak di bawah umur yang sudah di putuskan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo

No.202/pid.B/2009/PN.Sda.

. Kegunaan Hasil Penelitian
Berkaitan dengan judul di atas, maka pembahasan ini mempunyai dua jenis
kegunaan, yaitu:
1. Secara Teoritis
a. Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya
dibidang tindak pidana Islam yang berkaitan dengan masalah kekerasan

terhadap anak di bawah umur.
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b. Penelitian ini bisa di jadikan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya
agar lebih mudah terutama yang berkaitan dengan kekerasan terhadap
anak di bawah umur.

2. Secara Praktis
Sebagai sumbangan informasi keilmuan bagi masyarakat tentang
betapa pentingnya perlindungan terhadap anak dari segala kekerasan dalam

bentuk apapun.

. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami dan menelaah isi skripsi ini, periu di
tegaskan mengenai maksud dari judul ini, perlu di jelaskan arti kata berikut:

Yang di maksud dengan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo
No.202/Pid.B/2009/PN.Sidoarjo, Tanggal 23 Pebruari 2009 adalah pemyataan
hakim yang sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, di ucapkan
di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara
kekerasan terhadap anak di bawah umur, antara pihak pelaku dan korban pada
tanggal, bulan dan tahun yang di sebutkan dalam putusan

No.202/Pid.B/2009/PN.Sidoarjo.
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Yang di sebut dengan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau
kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya: memukul dengan
tangan atau dengan segala macam senjata, atau menyepak, menendang dan dsb.!

Kekerasan juga sering disamakan dalam istilah penganiayaan, seperti
halnya di sebut pada Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak dalam pasal 80 ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap orang yang mlakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman
kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dst."?

Menurut R.Soesilo, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
pada Pasal 351.. ayat 1, 2, 3 dan 4, dalam penjelasanhya UU tidak memberi
ketentuan apakah yang di artikan dengan “penganiyayaan” (mishandeling) itu.
Menurut yurisprodensi, maka yang di artikan dengan penganiyayaan yaitu
sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.
Menurut alinia 4 dari pasal diatas,masuk pula dalam pengertian penganiyayaan
jalah “sengaja merusak kesehatan orang”, perasaan tidak enak misalnya
mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah,suruh orang berdiri di tengah
terik matahari dsb. “Rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul,

menempeleng dsb.

'R Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentamya, (Bogor, Politeia, 1995), 98.

2 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 80 ayat 1.
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G. Metode Penelitian
1. Data Yang Dikumpulkan Dalam Penelitian Ini Berupa:

a. Data tentang putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo  dengan
No.202/Pid.B/2009/PN.Sidoarjo.

b. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara
No.202/Pid.B/2009/PN.Sidoarjo.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa sumber

primer dan skunder, yaitu:

a. Sumber Primer
1) Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo

b. Sumber Skunder

Dokumen-dokumen resmi dan referensi yang berhubungan dengan
pembahasan atau kasus ini.
1) A.Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam
Isfam)Cet 1.

2) Ahmad Mawardi Muslich. “Hukum Pidana Islam”
3) Rahmat Hakim, “ Hukum Pidana Is/lam (Fqih Jinayah)”
4) Ahmad Hanafi, “ Asas-Asas Hukum Pidana Islam’
5) R.Soesilo,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Sczfa

Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.
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3. Teknik Pengumpulan Data
Data ini di peroleh dengan teknik dokumenter (literature), menurut
Rianto Adi yang di maksud dokumenter adalah data yang di perlukan untuk
menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka.”
4. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
teknik deskriptif analisis, yakni untuk memberikan deskripsi mengenai
subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang di peroleh dari
kelompok subyek yang di teliti dan tidak di maksudkan untuk menguji
pengujian hipotesis.' |
Maksudnya,menguraikan kasus tentang hukuman tindak pidana
kekerasan terhadap anak di bawah umur yang di putuskan oleh Pengadilan
Negeri Sidoarjo secara keseluruhan,mulai dari deskripsi kasus,penerapan UU
Perlindungan Anak No.23 tahun 2002 sampai dengan isi putusannya dan
pertimbangan hakim dalam putusan No.202/Pid.B/2009/PN.Sidoarjo.
Undang-undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 sampai dengan isi
putusannya dan pertimbangan hakim dalam putusan

No.202/Pid.B/2009/PN.Sidoarjo.

B Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, (Jekarta, Granit, 2004), 61

" Saifuddin Azwar, Metodologi penelitian, (Jogjakarta Pustaka ﬁelajar, 2009), 6 dan 7.
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Kemudian kesimpulannya di lakukan dengan logika deduktif, yaitu
pendekatan yang berangkat dari kebenaran umummengenai suatu fenomena
dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data
tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan. *Maksudnya
menganalisis kasus berdasarkan berkas-berkas yang ada, kemudian merujuk
kembali pada ketentuan-ketentuan hukumnya yang di rumuskan dengan

ketentuan undang-undang dan hukum tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam skripsi ini, dan .

dapat di pahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka

pembahasannya di bentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung

sub-bab, schingga tergambar kolerasi yang sistematis.Untuk selanjutnya
sistematika pembahasannya di susun sebagai berikut:

Bab I : Bab ini memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian,
definisi operasional, metode penelitian, sumber data, teknik
pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika
pembahasan.

Bab II : Bab ini menguraikan tentang kekerasan terhadap anak di bawah

umur dan pertanggungjawaban pidana menurut Hukum Pidana

13 Saifuddin Azwar, Metodologi penelitian, (Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 7009), 6 dan 7.



Bab Il

Bab IV

Bab V
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Islam. Serta kriteria anak di bawah umur yang berlaku dalam

Islam.

: Bab ini menjelaskan tentang data hasil penelitian yang terdiri atas

status dan kewenangan pengadilan negeri, meliputi wilayah
hukum, kronologis polisi dan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo
juga pertimbangan hukum dalam putusan

No.202/Pid.B/2009/PN.Sidoarjo.

: Bab ini merupakan analisis hukum pidana Islam atas putusan

hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara kekerasan

terhadap anak dibawah umur.

: Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BABII .
TINDAK PIDANA KEKERASAN KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
A. Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam
| 1. Pengertian
Tindak pidana kekrasan terhadap anak menurut hukum pidana Islam
selama kekerasan tersebut tidak menghilangkan nyawa seseorang maka

yang seperti itu di namakan tindak pidana selain jiwa yang disebut juga

dengan istilah :_,-23‘ RYA J&LL», seperti dikemukakan oleh Abdul

Qodir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti oﬁmg lain yang mengenai
badannya, tetapi tidak menghilangkan nyawanya.l Pengertian ini sejalan
dengan definisi yang di kemukahkan olech Wahbah Zuhaili, bahwa tindak
pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan
manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun
pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak
terganggu.?

. ‘o . . 'l c,
Istilah tindak pidana atas selain jiwa Cmidl O30 Jealin)

digunakan secara jelas oleh madzhab Hanafiah. Istilah ini lebih luas dari

' Abdul Qadir Audsh, Tasyri Al-Jinai Islam Mugoronan Bi Al-QominAl-Wg'l, (Beirut, Musasseh
Ar-risalah, 1415H/1994M), 204. .

2 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), 179

17
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pada yang di kemukakan oleh Undang-Undang Mesir, yang menyebutnya .

dengan istilah pelukaan (7 ) dan pemukulan (/;-a})

Inti dari unsur tindak pidana atas sclain jiwa, seperti yanag di
" kemukakan di atas adalah perﬁuatm menyakiti, setiap jenis pelanggaran
yang sifatnya menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti
pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan dan penempelengan, oleh
karena sasaran tindak pidana ini adalah badan atau jasmani manusia maka
perbuatan yang menyakiti perasaan orang tidak termasuk dalam definisi
di atas, karma perasaan bukan jasmani dan sifatnya abstrak tidak
kongkrit. Perbuatan yang menyakiti yang menyakiti p;:rasaan dapat di
masukan ke dalam tindak pidana penghinaan atau tindak pidana lain yang
tergolong pada jarimah ta’zir.

Ada dua klasifikasi dalam menentukan pembagian tindak pidana
atas selain jiwa, yaitu:
a. Ditinjau dari segi niatnya
b. Ditinjau dari segi obyek (sasaran).

Ditinjau dari segi niatnya pelaku, tindak pidana atas selain jiwa
dapat di bagi menjadi dua bagian.
a. Tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja.
b. Tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja

Pengertian tindak pidana atas selain jiwa denéan sengaja, seperti

di kemukakan oleh Abdul Qodir Audah adalah
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9‘33;;"0 < :};j!‘ ‘5“,*3‘ ’::J - z:L;JJo /i:‘;

Perbuatan sengsja adalah setisp perbustan di mana pelaku sengaja
melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum,

Dari definisi tersebut dapat di ambil suatu asumsi bahwa dalam
tindak pidana atas sclain jiwa dengan sengaja, pelaku sengja melakukan
perbuatan yang di larang dengan maksud supaya perbuatannya itu
mengenai dan menyakiti orang lain.

Pengertian tindak pidana selain jiwa dengan tidak sengaja atau

karena kesalahan, adalah

YA Wb O Jaall ot sty

Perbuatan karena kesalahan adalah svatu perbuatan dimana pelaku
sengaja melakukan perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum.

Dari definisi tersebut dapat di ambil suatu pengertian bahwa
dalam tindak pidana atas selain jiwan dengan tidak sengaja, pelaku
memeng sengaja melakukan sesuatu perbuatan, tetapi pcrbu;xtan tersebut
sama sckali tidak dimaksudkan untuk mengenai atau menyakiti orang
lain. Namun kenyataannya memang ada korban yang terkena olch
perbuatan itu’.

Pembagian sengaja atau tidak sengaja (al-khata’) dalam tindak

pidana atas selain jiwa, masih banyak di perselisihkan olch para fuqoha.

3 Jbid, 180 dan 181.
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‘Seper-li halnya tindak pidana atas .jiwa, Syafi’lyah dan Hanabilah
berpcndz;p;t bahwa dalam tindak pidana selain jiwa juga ada pembagian
yang ketiga, yaitu syibhul’ amd atau menyerupai sengaja. Contohnya,
seperti orang yang menempeleng muka orang lain dengan tempelengan
yang ringan‘, tetapi menjadi pelukaan dan pendarahan. Contoh semacam
ini menurut mereka tidak termasuk sengaja, melainkan menyerupai
sengaja, karena alat yang di gunakan, yaitu tempelengan ringan, pada
galibnya tidak akan menimbulkan pelukaan atau pendarahan. Namun
dalam segi hukumannya mercka menyamakannya dengan tidak sengaja
(al- khata’).

Walaupun perbuatan sengaja berbeda dengan kekeliruan, baik
dalam subtansi perbuatannya , namun dalam kebanyakan hukum dan
ketentuanya, keduanya kadang-kadang sama. Oleh karena itu, dalam
pembahasannya dalam fuqgoha menggabungkanya seckaligus. Hal ini
karena tindak pidana atas sclain jiwa, yang di lihat adalah objek atau
sasarannya , serta akibat yang di timbulkan oleh perbuatan tersebut.

Ditinjau dari segi obyek atau sasarannya, tindak pidana selain
jiwa, baik sengaja maupun tidak sengaja dapat di bagi menjadi lima
bagian yaitu:

a. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya
Adapun yang di maksud dalam jenis ini adalah tindakan
perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang di sertakan

dengan anggota badan, baik berupa pemotongan ataupun pelukaan.
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Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, kuku,
hidung, zakar biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata,
merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot
kumis, bibir kemaluan perempuan, dan lidah.
. Mcnghﬂangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih
utuh

Maksud dari jenis yang kedua ini adalah tindakan yang
merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota
badanya masih tetap utuh, dengan demikian, apabila anggota
badannya hilang atau rusak, hingga manfaatnya juga ikut hilang maka
bentuk kejahatannya masuk pada kelompok pertama, yaitu perusakan
anggota badan. Yang termasuk kelompok ini adalah menghilangkan
daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah,
kemampuan bicara, bersetubuh dan lain-lain.
. Asy-Syajjaj

Yang di maksud asy-syajjaj adalah pelukaan khusus pada bagian
muka dan kepala. Sedangkan pelukaan atas badan selain muka dan
kepala termasuk kelompok ke empat yaitu jirah.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa asy-syajjsj adalah
pelukaan pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus di bagian-
bagian tulang saja, seperti dahi. Sedangkan pipi yang banyak
dagingnya tidak termasuk asy-syajjgj, tetapi ulama’ lain berpendapat

bahwa asy-syajjaj adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala
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secara mutlak.* -Adaplm organ-organ tubuh yang tefmasuk kelompok .
anggota badan mcs.ki;)un ada pada bagian muka, seperti mata, telinga,
. dan lain-lain tidak termasuk asy-syajjaj.
Menurut Imam abu Hanifah, asy-syajjajitu ada sebelas macam.

1) Al-Kbhrisiah, yaitl; pelukkaan atas kulit, tetapi tidak sampai
mengeluarkan darah.

2) Ad-dami’ah, yaitu pelukaan yang mengakibatkan perdarahan,
tetapi darahnya tidak sampai mengalir, melainkan seperti air mata.

3) Ad-dami’ah, yaitu pelukaan yang berakibat mengalirkan darah.

4) Al-Badi’ah, yaitu pelukaan yang sampai memotong daging.

S) Al-mutalahimah, yaitu pelukaan pemotongan daging tetapi lebih
dalam dari A/-Badi’ah.

6) As-Simbag, yaitu pelukaan yang momotong daging lebih dalam
lagi, sehingga kulit halus(sclaput) antara daging dan tulang
kelihatan. Selaputnya itu sendiri di scbut simhag.

7) Al-Mudhihah, yaitu pelukaan yang lebih dalam sehingga
menotong atau merobek selaput dan tulang kelihatan.

8) Al-Hasymah, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi, sehingga

memotong atau memecahkan tulang.

4 Abdul Qadir Audah, Tasyri Al-Jinai Islam Muqoronan Bi Al-QoninAl-Wa’l, (Beirut, Musassah
Ar-risalah,1415H/1994M). 206 )
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9) Al-Mungilah, yaitu i)elukaan yang tidak hanya memotong tulang,
tetapi sampai memindahkan tulang dari tempat asalnya.

10) Al-Ammah, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi schingga sampai

pada ummud dimagh ('CL:L“ ?f), yaitu selaput antara tulang dan

otak.
11) Ad-Damighah, yaitu pelukaan yang merobek selaput antara tulang
dan otak schingga otaknya kelihatan.

Menurut Abdurrohman Al-Jaziri, scbenarnya jenis asy-syajja/
yang di sepakati kepada fuqoha adalah scpuluh macam, yaitu tanpa
memasukkan jenis yang ke scbelas, yaitu Ad-Damighah. Hal ini
karena Ad-damighah itu pelukaanr yang merobek seclaput otak,
schingga otak tersebut akan berhambuaran, dan kemungkinan
mengakibatkan kematian. [tulah sebabnya Ad-Damighah tidak di
masukkan kedalam kelompok asy-syajjaj.’

d. Al-Jirah

Al-jirah adalah pelukaan pada anggot badan selain wajah,

kepala, dan atraf anggota badan yang pelukaannya yang termasuk

jirah ini meliputi leher, dad, perut, sampai batas pinggul.

5 Aburrahmen Al-jaziri, Figih Empat Madzhab, (Jakarta, Darul Ulum Press, 2002), 358 dan 359
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Al-Jirah ini terdapat dua macam.

1) Jaifah, yaitu pelukaan yang s;m;pai pada bagian dalam dari dada
dan perut, baik pelukaannya dari depan, belakang maupun
samping. |

2) Ghair jaifah, yaitu pelukaan yané tidak sampai ke bagian dalam'
dari dada atau perut, melainkan hanya pada bagian luarnya saja.

. Tindakan yang selain di sebutkan di atas

Adapun yang termasuk dalam kelompok ini adalah setiap
tindakan pelanggaran, atau menyakiti atau tidak sampai merusak atau
menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka syajjgj
atau jirah. Sebagai contoh dapat di kemukakan, seperti pemukulan
pada bagian muka, tangan, kaki, atau badan, tetapi tidak sampai
menimbulkan luka, melainkan hanya memar, muka merah, atau terasa
sakit.

Hanafiah sebenarnya hanya membagi tindak piudana atas selain
jiwa ini kepada empat bagian, tanpa memasukkan bagian yang kelima
karena bagian yang kelima ini adalah suatu tindakan yang tidak
mengakibatkan luka pada atraf (anggota badan), tidak menghilangkan
manfaatnya, juga tidak menimbulkan luka syajjgj, dan tidak pula luka
pada jirah.

Dengan demikian akibat perbuatan tersebut sangat ringan,
‘sehingga oleh karcnanya mungkin lebih tepat untuk dimasukkan pada

ta’zr.
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2. Hukum kekersssn
Hukum untuk tindak pidana atas selain jiwa dapat dibagi kepada
tiga bagian.
a. Hukuman untuk tindak pidana selain jiwa dengan sengaja.
b. Hukuman untuk tindak pidana selain jiwa yang menyerupai sengaja.
¢. Hukuman untuk tindak pidana selain jiwa karena kesalahan,
Hukuman untuk ibanah (perusakan) Afraf atau scjenisnya, Atraf
menurut para fuqoha adalah tangan dan kaki. Pengertian tersebut di
perluas kepada anggota badan yang lain sejenis atraf yaitu jari, kuky,
bulu mata, gigi, rambut, jenggot, alis, kumis, lidah, hidung, zakar, biji
pelir, telinga, bibir mata, dan bibir kemaluan perempuan. Sedangkan jenis
perusakan afraf anggota badan) dan sejenisnya, meliputi tindakan
pemotongan, seperti pada tangan dan kaki, pencongkelan seperti pada
mata, dan pencabutan seperti pada gigi, serta tindakan lain yang sesuai
dengan jenis anggota badannya.

Hukuman pokok untuk perusakan afraf dengan sengaja adalah
gisas, sedangkan hukuman penggantinya adalah diyat atau ta’zir. Adapun
hukuman pokok untuk perusakan afraf yang menyerupai sengaja atau
kekeliruan adalah diyat, sedangkan hukuman penggantinya adalah ta’zir.

Di atas telah di kemukakan bahwa hukuman gisas merupakan
hukuman' pokok untuk tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja,

sedangkan diyar dan ta’zr rnempakah hukuman pengganti yang
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menempati tempat g¢isas. Sehubungan dcngan hal tersebut, pada
prinsipnya hukuman pokok (gisas) dan hukmnat; ﬁmgganti (diyat dan
ta’zir) tidak dapat di jatuhkan bersama-sama dalam satu jenis tindak
pidana, karena penggabungan hukuman tersebut dapat menafikan karakter
penggantian. Konsekwensi lebih lanjut dari karakter penggantian ini
adalah hukuman pengganti tidak dapat di laksanakan kecuali apabila
hukuman pokok tidak bias di laksanakan®.

Menurut Imam Malik, boleh di gabungkan antara 74°zir dan gisas
dalam jarimah pelukaan, dengan alas an g/sas itu suatu imbalan hak adami
sedangkan ta’zir adalah sanksi yang bersifat mendidik dan memberi
pﬁajaran dan berkaitan dengan hak jamaah.

Selain ity, ia berpendapat bahwa ta’zir dapat di kenakan terhadap
Jjarimah pelukaan yang gisas nya dapat di hapuskan atau tidak dapat di
laksanakan karma suatu sebab hukum jadi, jarimah yang di ancam hukum
ta’zir itu adalah jarimah ta’zr. Menurut madzab Hanafi, Syafi’i dan
Hambali boleh di laksanakan terhadap residivis (orang yang berulang kali
melkukan pelukaan dan berulang kali di jatuh kan hukuman). Bahkan
mereka di perbolehkan menyatukan sanksi 72 ’zirterhadap sanksi had bagi
residivis, karma dengan mengulangi perbuatan jarimafi meninjukkan
bahwa hukuman yang telah di berikan kepadanya tidak memberikan jerah.
Oleh karena itu, sanksinya harus di tambah. Adalah logis apabila sanksi

ta’zir dapat pula di berikan kepada pelaku pelukaan selain gisas, karena

S$Ibid 185
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.qi,sa,s' itu merupakan sanksi yang di ancamkan kep&da perbuatan yang
berkaitan dengan hak pcroréngan dan hak masyarakat. Maka kejahatan
yang berkaitan dengan hak jama’ah di jatuhi sanksi fa’zlr Sudah tentu,
pecobaan pelukaan pun merupakan jarimah ta’zir yang di ancam dengan
ta’2r. |

Sebagian besar ulama’ berpendapat bahwa pelukaan dengan
tangan kosong, atau cambuk itu di ancam dengan sanksi f4°zir, sekalipun
menurut ibn al-Qayyim dan sebagian Hanabilah pelaku pelukaan terakir

diancam dengan sanksi gisas.

B. Unsur-unsur Kekerasan

Dalam hal ini Abdul Kadir Kaudah berkata.”Bahwasanya syariat tidak
membebani, kecuali terhadap orang-orang yang mampu memahami dalil
(paham isi perintah dan dianggap mengetahui aturan) serat dapat menerima
atau memikul beban.Tidak pula syari’at membebani sescorang, kecuali bila
diasumsikan beban itu dapat dipikulnya dan orang tersebut dianggap

mengetahui dan dapat menaatinya.”
Hal senada dikemukakan Al-Ghazali bahwa perbuatan-perbuatan
tersebut harus dilakukan oleh orang-orang yang berakal yang dianggap

memahami khifab dan pash, aturan dan sebagainya. Oleh scbab itu, tidak

" A.Djazuli, Figih Jinayah, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000), 178 dan 179

8 Ibid, 179.
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selayaknya menghadapkan Khitab kepada benda mati atau binatang bahkan
tidak sah menerapkannya kepada orané gila dan anak-anak. -

Tentang sejauh mana seorang mukallaf mengetahui hukum atau
aturan, Abdul Wahab Khallaf memberikan penjelasan,”Yang dimaksud
dengan pengetahuan mukallaf terhadap hukum, tidak diartiken scbagai hafal
aturan feks book, hafal ayat ,nash Al-Qur’an atau Hadits, pasal-pasal dalam
KUHP Pidana, dan lain-lain.Akan tetapi, cukup berdasarkan asumsi bahwa
yang bersangkutan dianggap mengetahui karena dia termasuk seseorang yang
mukallaf. Oleh karena itu, alasan scorang mukallaftidak mengetahui hukum
tatkala dia didakwa melakukan kesalahan atau pelanggaran, tidak dapat
diterima. Angg%pan yang sama juga berlaku dalam hukum positif bahwa
semua orang yang dianggap mengetahui hukum.

Dari uraian diatas, kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa
untuk dianggap atau di kategorikan suatu jarimah, suatu perbuatan harus
memiliki beberaap persyaratan dan beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut
adalah berikut ini.

1. Unsur formal atau rukun syar'i
Yang dimaksud dengan unsur formal atau rukun syar’i adalah
adanya ketentuan syara atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan
yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan
scbagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya nash (ayat) yang
mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud. Ketentuan

tersebut harus datang (sudah ada) sebelum perbuatan dilakukan dan bukan
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sebaliknya. Scandainya aturan terscbut datang sctelah perbuatan terjadl
ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan.Dalam hal ini berlakulah

kaidah-kaidah berikut:

LGy B Y

Artinya:
“Pada dasarnya sesgala sesuatu itu boleh.”

tr./

XQWYJWJ*Y

Artinya:

“Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa adanya nash (aturan).”

Cadisy e JwY (Y

Artinya:
“Tidak ada hukuman orang-orang yang berakal sebelum turunnya ayat.”
Ketentuan-ketentuan yang mendasari suatu tindakan yang telah
dibuat terlebih dahulu-seperti yang telah dijelaskan dalam hukum positif
yang dikenal dengan asas fegalitas dalam KUHP Pidana pasal 1 ayat (1)
dijelaskan sebagai berikut:
“Sesuatu perbuatan tidak boleh dihukum,melainkan atas kekuatan
aturan hukum dalam undang-undang yang diadaakn lebih dahulu dari

perbuatan itu.”
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itu, terdapat unsur kasus yang hanya ada pada jarfmah yang lain Unsur -
kasus ini merupakan spesifikasi terdapat pada setiap jarfmah dan tentu
saja tidak akan di temukan pada jarimah yang lain’.

C. Pertanggung Jawaban Pidana

Yang di maksud dengan pertanggung jawaban pidana adalah kebebasan
scorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk
pertanggung jawaban pidana adalah akibat yang di timbulkan dari apa yang
di upayakan atau tidak di upayakan tersebut atas dasar kemauan sendiri . Hal
ini karena pelakunya mengetahui- dengan kemauan dan kebebasan tersebut-
maksud dan akibat yang akan timbul dari perbuatan atau tidak berbuat tadi.

Scbagai salah satu unsur dalam terjadinya jarfmah, yaitu sebagai unsur
moril, pertanggung jawaban pidana harus meliputi tiga hal:

1. Terdapatnya perbuatan yang dilarang.
2. adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat.
3. Kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.'

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggung
jawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggung
jawaban. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang orang yang
di paksa dan terpaksa tidak di bebani pertanggung jawaban, karena

pertanggung jawaban pada mereka tidak ada. Sebagaimana hadist nabi yang

® Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figih Jinayal) Cet 1, (Bandung, CV Pustaka Setia,2000),
53 .

' Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figih Jinayah) Cet I, (Bandung, CV Pustaka
Setia,2000), 175
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di riwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari Aisya ra. Ia berkata:

Telah bersabda Rosulullah saw. : Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari

orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh,

dan dari anak kecil sampai ia dewasa."!

Pertanggung jawaban pidana ini tidak hanya bagi orang, tetapi juga
berlaku bagi badan hukum. Namun, karena badan hukum ini tidak berbuat
secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatanya, pertanggung
jawaban di kenakan kepada orang yang mewakili badan hukum tersebut.

Hukuman di maksudkan scbagai upaya mewujudkan terciptanya
ketertiban ketentraman masyarakat. Hukuman yang merupakan beban
tanggung jawab pidana, dipikulkan kepada permbuat jarimah untuk
terciptanya tujuan tadi. Untuk itu, harus ada kesesuaian antara hukuman
sebagai beban kepentingan masyarakat.

Untuk terciptanya tujuan tersebut, hukuman harus:

1. Memaksa sescorang untuk tidak melakukan ulang perbuatannya.

2. Menghalangi keinginan orang lain untuk melakukan hal serupa, karena
bahaya yang di timbulkan atas hasil perbuatannya akan di terimanya
scbagai sesuatu yang sangat merugikan dirinya.

3. Sanksi yang di terima pembuat jarimah harus pula bersesuaian dengan

hasil perbuatannya, artinya berkeadilan.

" Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), 74 dan 75
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_ 4. sanksi hendaknya merata tanpa pertimﬁangan yang menunjukkan derajat
kemanusian, kaya miskin, pejabat dan orang biasa di samping résialis
semua di anggap sama di mata hukum.

5. Hukuman harus di terima pembuat jarimah, tidak berarti dan tidak
memberati, selain pembuat jadmah karena adanya pertalian
Geneokologis, kekeluargaan. Artinya ia hanya bertanggungjawab sendiri
atas apa yang dia perbuat tanpa membebani atau di bebani orang lain.

Sesuai prinsip yang di ajarkan Al-Qur’an, surat fathir ayat 18:

‘ .o X

S O e oy NG S £ D 30555055 59
Artinya: “ Dan tidakiah seseorang menanggung dosa orang lain apabila
ada orang yang berat dosanya meminta tolong agar memikulkan
dosanya, tidak akan di pikulkan kepadanya meskipun kerabat
dekatnya.”"
Besar kecilnya hukuman yang di berikan kepada pelaku Jjarimah, selain
di tentukan oleh akibat yang di timbulkan, juga di tentukan oleh hal-hal lain
yang terdapat dalam diri pembuat tindak pidana. Sebab seperti telah kita
maklumi, perbuatan melawan adakalanya secara kebetulan di sepakati
bersama-sama, langsung atau tidak langsung, sewngaja atau tidak sengaja,
dan lain-lain. Adanya perbedaan bentuk-bentuk perlawanan terhadap hukum
mengakibatkan adanya tingkat-tingkat dalam pertanggung jawaban pidana.
1. Pengertian Anak dibawah Umur menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam mendefinisikan kriteria anak dibawah umur

scbagai berikut:

12 Depag Rl, Al-qur’an dan Terjemahan, 965
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a. Anak di bawah umur dimulai sejak usia'7 tahun hingga mencapai
kedewasaan (baligh) dan fuqoha membatasinya dengan usia 15 tahun, |
yaitu masa kemampuan berfikir lemah (famyiz yang belum baligh),
jika secorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap
dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

Hal ini sesuai dengan hadis nabi saw.:

o, 808G, S A6,

,.pdvc;.buumum, f &

~ . . PR . e .2 . ol 2% e, e 4 . by oo Tyl
ol ey gaabh ol il e e D 02 e 6
vy .’::; :r‘;r R & .ztz." AR 8 2ol ':, :r‘;r
g;")L"'L‘““'°J""W"£J!|UJf"""‘j‘(ﬁ%"f}q:)f"!r‘ba“‘°J““°

13
(s o))

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar: Rasulullah saw.
Memeriksaku ketika perang Uhud ketika aku 14 tahun,
maka beliau tidak mengizinkan aku untuk ikut perang,
kemudian ketika perang Khandaq aku diperiksa oleh nabi
Muhammad saw. dan aku telah berusia 15 tahun, maka ia
memperbolehkanku”, (HR. Muslim)"*

b. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan atau baligh pada usia 18
tahun dan menurut satu riwayat 19 tahun, begitu pendapat yang
terkenal dari madzhab Maliki."’

Masa ramyiz dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan
atau setelah mencapai usia 15 tahun atau telah menunjukkan baligh alami.

Baligh alami adalah nampak adanya sifat-sifat kelelaki-lakian dan sifat

kewanitaan yang berarti munculnya fungsi kelamin, hal ini menunjukkan

13 CD Hadits, Kutub at-Tis’ah, Muslim no. 3473
14 Imam Muslich, Shohih Muslim juz VI, (Beirut, Dar Al-Kitab Al-ilmiysh, 1415H/1994M), 578

' Hanafi, Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta, Rieneka Cipta, 2004), 370
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bahwa anak memasuki masa kelelakian dan wanita sempurna.
Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 6:
) eyl gl 1,236 0 A4% R 2T 0 28T B i B
Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampal mereka cukup umur untuk
kawin. Kemudian jlka menurut pendapatmu mereka telah
cerdas (pandai memelihara harta) maka scrahkanlah kepada
mereka harta-hartanya”'’
Baligh alami terhadap anak terjadi apabila:
a. Scorang anak laki-laki yang telah keluar maninya baik saat terjaga
maupun dalam keadaan tidur.
b. Timbulnya rambut pada anak, yang dimaksud adalah rambut hitam
yang lebat di sekitar kemaluan, bukan semua rambut yéng ada pada

anak.

c. Haid dan hamil pada wanita.

Arti 2> secara bahasa adalah S yang artinya dikatakan
3 _ s\~ apabila pada lembah itu mengalir air, dikatakan = i~
3 =)l apabila pohon itu mengalir getah merah, juga dikatakan el

§{°,lgl apabila padanya (wanita) itu mengalir darah haid.

Sedangkan definisi haid, menurut istilah adalah darah yang

keluar dari kubul seorang wanita yang schat yang sudah mencapai

<

' Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal.115
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dewasa dan menunjukkan bahwa wanita yang sudah haid itu berarti
sudah mukallaf, haid merupakan suatu tanda untuk menentukan

wanita tersebut hamil atau tidak.



BAB Il
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO TENTANG
HUKUMAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP
ANAK DI BAWAH UMUR

A. Deskripsi Pengadilan Negeri Sidoarjo
1. Status dan Kewenangan Pengadilan negeri Sidoarjo

Pengadilan Negeri merupakan suatu pengadilan (yang umum)
schari-hari yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat
pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua
golongan penduduk (warga Negara dan orang asaing)."

Wewenang Pengadilan Negeri terutama dalam mengadili segala
perkara tindak pidana adalah wewenang mengadili segala perkara
mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
Pengadilan negeri yang di dalam dacrah hukumnya terdakwa bertempat
tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di temukan atau di tahan, hanya
berwenang mengadili perkara tersebut.

Apabila scorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana
dalam dacrah hukum di berbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan
negeri itu masing-masing berwenang mengadili tindak pidana tersebut.

Terhadap beberapa pidana yang saling bersangkutan dan dilakukan

olch seorang dalam daerah hukum di berbagai pengadilan negeri, diadili

! Kansil, Pengantar limu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jalfarta, Balai Pustaka, 1989), 337

37
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oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dlbuka.
kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Dalam hal keadaan daerah tidak diizinkan pengadilan negeri untuk
mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau
atau kepala mentri kechakiman untuk menetapkan atau menunjuk
pengadilan negeri lain untuk mengadili perkara yang di maksud. Yang di
maksud dengan keadaan daerah yang tidak mengijinkan ialah antara lain
tidak amannya daerah atau adanya bencana lain.

Apabila seorang melakukan tindak pidana diluar negeri yang dapat
diadili menurut hukum di Indonesia, maka Pengadilan Negeri di Jakarta
pusat yang berwenang mengadilinya. KUHP kita menganut asas
personalitas atau nasional aktif dan asas personalitas atau nasional pasif,
yang membuka kemungkinan tindak pidana yang di lakukan di luar negeri
dapat di adili menurut KUHP. Dengan maksud agar jalannya peradilan
tersebut dapat mudah dan lancer, maka di tunjuk Pengadilan Negeri
Jakarta pusat yang berwenang mengadilinya.2

Sedangkan yang dimaksud dengan asas personalitas aktif dan asas
personalitas pasif itu adalah sebagai berikut, asas personalitas aktif
adalah wewenang Negara untuk menuntut warga negaranya yang
melakukan kejahatan (tertentu) di luar negeri. Dan untuk dapat menuntut
warga Negara kita di luar negeri maka di perlukan dulu penyerahannya

oleh negara asing yang bersangkutan kepada kita. Sedangkan yang di

<

2 Ibid, 378 dan 379
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maksud dengan asas personalitas pasif adalah wewenang Negara
Indonesia juga terhadap orang asing di luar RI. Disini di pentingkan
kepentingan hukum di suatu Negara (keselamatan Negara) yang di
langgar oleh seseorang. Oleh karena itu asas ini di namakan asas
perlindungan atau asaspersonalitas atau nasional pasif. Yang termasuk
perbuatan yang merugikan Negara Negara ialah: memalsukan uang
Indonesia, Materai, Lambang Negara, cap Negara, surat hutang yang di
tanggung Negara dan lain-lain. Hal ini diatur dalam KUHP pasal (1, 2, 3),
pasal 5 (1) sub 1, pasal 7 dan pasal 8.2

Pengadilan Negeri Sidoarjo merupakan pengadilan tingkat
pertama yang di bentuk bedasarkan keputusan presiden dan bertindak
sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bagi yang mencari keadilan. PN
Sidoarjo menangani perkara perdata dan pidana di wilayah Sidoarjo.
Terdapat beberapa pengadilan khusus yang berada dibawah PN Sidoarjo
yaitu Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Pengadilan
Industrial dengan kewenagan dan wilayah hukum masing-masing. Ketua
pengadilan dan panitera pengadilan pada PN Sidoarjo juga bertindak
sebagai ketua pengadilan dan panitera pengadilan pada pengadilan khusus
tersebur.

Pengdilan Negeri Sidoarjo terletak di jalan Jaksa Agung R.
Soeprapto No.10 Sidoarjo. Lokasi pengadilan Negeri sidoarjo terletak di

sebelah timur alun-alun kecamatan Sidoarjo kabupaten Sidoarjo.

-

3 fbid, 278 dan 279
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Pengadilan Negeri Sidoarjo merupakan Pengadilan Negeri kelas 1 A
(khusus) dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur.

Sedangkan wilayah kekuasaan meliputi seluruh wilayah
kotamadya Sidoarjo yang dibagi dalam beberapa kecamatan, scbagaimana
berikut:

a. Kecamatan Kota Sidoarjo
b. Kecamatan Candi

c. Kecamatan Gedangan

d. Kecamatan Tanggulangin
e. Kecamatan Porong

f. Kecamatan Balongbendo
g. Kecamatan Tulangan

h. Kecamatan Tarik

i. Kecamatan Krian

j. Kecamatan Wonoayu

k. Kecamatan Sukodono

. Kecamatan Sedati

m. Kecamatan Waru

n. Kecamatan Taman

o. Kecamatan Jabon

p. Kecamatan Kerumbung
q. Kecamatan Prambon

r. Kecamatan Buduran



2. Struktur organisasi

Adapun Struktur dan pejabat organisasi pengadilan Negeri Sidoarjo tahun 2010 adalah sebagai berikut:
STRUKTUR ORGANISASI

MAJELIS HAKIM
Sri wahyuni, SH
Abdul Azis, SH
I1.G.K. Adynatha, SH
Sadjidji, SH
Kati Nurningsih, SH
Dwi Hari Sulismawati, SH
Yuli Happy Syah, SH
- Han Mariyanto, SH

PENGADILAN NEGERI SIDOARJO

KETUA
Humuntal Pane, SH., M.H

WAKIL KETUA
Hidayat, SH., M.Hum

Panitera / Sekretaris

Agung Rumekso, SH., M.Hum
Wakil Panitera Wakil Sekretaris
Agus Marpujianto, SH. Agung Sumardi, SE., SH

MAJELIS HAKIM
Tafsir S. M, SH
P. Partogihsitorus, SH
Ach. Dachrawi, SH., Ml
Dede Suryawan, SH
Anas Mustaqim, SH., M.Hum
Acice Sendong, SH., M.H
R.R. Suryowati, SH

l

Panmud Perdata

Panmud Pidana

Panmud Hukum

Urusan Kepegawaian Urusan Keuangan

Urusan Umum

R Ex—a-xrara—-a-u

Lukita Saraswati, SH Ibnu Fauzi, SH Victoria Nainggolan, SH. Deof Sitohang, SH Jamilah, SH Pratiw, SH.
Kelompok Fungsional Kepaniteraan
1. Panitera Pengganti
2. Juru Sita / Juru Sita Pengganti
p =N
Ket: =
' : Garis Koordinatif

: Garis Tanggung Jawab
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B. -Kronologis Kesus Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur

Pa;.ia’ suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di sebuah sekolah di
daerah Tropodo Waru atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih
termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan kronologis
kejadian seBaagi berikut:*

Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2008 sckitar
jam 07.30 Wib atau sctidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih
termasuk bulan desember tahun 2008 bertempat di Lapangan Olah Raga
belakang sekolah SDN 1 Tropodo Waru Sidoardjo, pada awalnya terdakwa
YS sedang mengajar olah raga di lapangan sekolah, pada awalnya terdakwa
mengajarkan pelajaran olah raga yaitu bermain kata berantai dimana cara
permainan tersabut adalah para siswa kelas 1 (satu) di bagi 4 (empat) banjar,
yang saat itu di ikuti oleh 60 (enam puluh) siswa, dimana untuk korban DO
saat melakukan pelajaran tersebut berlari-lari kedepan dan tidak
memperhatikan kata berantai yang di ajarkan tersebut sambil bergurai
sendiri, kemudian terdakwa YS menyentil telinga kiri korban DO dengan
tangannya sebanyak satu kali sambil mengatakan “ coba dengarkan perintah
yang diberikan, jangan bergurau sendiri” yang kemudian korban DO langsung
masuk kebarisan dan mengikuti permanan lagi. Akibat perbuatan tedakwa YS
yang menyentil telinga kiri korban DO menjadi sakit dan nyeri di telinga

hingga memar, kemerahan dan bengkak.

4 Data ditulis dari berkas putusan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawzh umur
yang dilakukan terdakwa , YS hal 1
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1. VISUM ET REPERTUM LUKA, Nomer : 400/101/404.3.22/2008
II. KESIMPULAN
Keradangan pada telinga luar akibat infeksi atau trauma benda tumpul,
Secbagai mana keterangan di atas yang diperkuat oleh keterangan para saksi-
saksi yakni: . ‘
1. Saksi korban bermama Deni Okto (nama samaran alias DO) memberi
keterangan sebagai berikut:
a) Bahwa benar saksi masih berumur tujuh tahun dan sekolah di SDN 1
Tropodo Waru Sidoarjo.
b) Bahwa benar kejadiannya hari Rabu tanggal 17 Desember 2008
sekitar jam 07.30 Wib, bertempat di lapangan olah raga belkang SDN
1 Tropodo waru Sidoarjo.
¢) Bahwa benar terdakwa telah menyentil saksi yang mengenai telinga
kiri sebanyak satu kali, akibatnya telinga sakit dan sebelum di sentil
telinga saksi tidak sakit.
d) Bahwa benar sctelah di sentil terdakwa besoknya saksi bias sekolah
lagi sampai sekarang.
¢) Bahwa benar telinga saksi sekarang sudah sembuh.
f) Bahwa benar saksi pernah di periksa di pukismas dan dirawat jalan.
g) Bahwa benar saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa.
h) Keterangan saksi dalam BAP benar.

i) Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.



2. Hakim persidanéan juga mendatangkan saksi berikutnya yakni ibu korban
yang bernama Sri l-{ailayu (SR) dibawah sumpah memberikan keterangan
. sebagai berikut:

a. Bahwa benar kejadiannya pda hari rabu tanggal 17 Desember 2008
sekitar 07.30, bel;tcmpat di lapangan olah raga belakang SDN 1
Tropodo Waru Sidoarjo, dan saksi DO masih berusia 7 tahun .

b. Bahwa benar saksi mengetahui kejadian saat akan memandikan
anaknya DO, saat itu saksi akan memegang telinga anaknya kemudian
anaknya bilang “ibu telingaku sakit, habis di sentil pak guru olah raga
(terdakwa)” kemudian besoknya saksi mendatangi terdakwa, dan
terdakwa mengetahui terus terang atas perbuatannya dan meminta
maaf kepada saksi.

c. Bahwa benar tiga hari kemudian terdakwa bersama kedua temannya
datang kerumah saksi untuk memohon maaf, di jawab oleh saksi
“sebagai manusia saya maafkan, akan tetapi kalau membuat surat
pernyataan yang mengenai perdamaian saksi tidak mau, karena
perkara ini telah di serahkan kepada pihak yang berwajib”

d. Bahwa benar saksi pernah mendengar ceita dari anaknya kalau
anaknya tidak perlu mengikuti olah raga saja.

e. Bahwa benar saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa di dalam
persidangan.

f. Keterangan saksi dalam BAP benar
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Keterangan saksi scbagaian di benarkan oleh terdakwa, dan yang
tidak benar adalah kalau korban DO sedang sakit, tidak usah ikut olah

raga.

3. Kemudian Pengadilan juga mendengarkan keterangan terdakwa Yudi

Y

Sulistiyo (nama samaran alias YS), di bawah sumpah persidangan

terdakwa mengakui perbuatan tersebut dan telah menyesalinya, pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

2)

3)

Bahwa benar kejadiannya hari Rabu tanggal 17 Desember 2008
sekitar jam 07.30 Wib, bertempat di lapangan olah raga belakang
SDN 1 Tropodo Waru Sidoarjo. Bahwa terdakwa mengajar pelajaran
olah raga yaitu bermain kata berantai, di mana cara permainan
tersebut yaitu para siswa kelas 1 di bagi empat banjar, yaitu saat itu di
ikuti oleh 60 siswa, tersebut berlari-lari kedepan tidak memperhatikan
kata berantai yang diajarkan tersebut sambil bergurau sendiri, oleh
karena Sdr. DO tidak memperhatikan pelajaran kata berantai maka
Sdr. DO disentil telinganya sebelah kiri oleh tedakwa sebanyak satu
kali dengan perintah “ Jangan bergurau sendiri “, kemudian Sdr. DO
langsung masuk ke barisan mengikuti permainan lagi.

Bahwa benar terdakwa menyentil telinga Sdr. DO tidak ada maksud
untuk melakukan penganiayaan akan tetapi hanya sebagai pendidik.

Keterangan terdakwa dalam BAP benar.
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.C.Pe:tlmbmganHuhmyanngpakslHak!ml;engndlhn Negerl Sidoarjo
dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di

Bawah Umur

Berdasarkan kasus tersebut diatas, maka landasan hukum yang dipakai

oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menyelesaikan perkara tersebut

sebagai berikut:

Pasal 80 ayat 1 undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan

anak yang berbunyi:

1.

Setiap orang yang melekukan kekejaman, kekerasan atau ancaman
kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, di pidana dengan pidana
penjara, paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling
banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Dalam hal anak sebagaimana di maksud dalam ayat (1) luka berat,maka
pelaku di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 lima) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 9seratus juta rupiah).
Dalam hal anak segaimana yang di maksud dalam ayat (2) mati,maka
pelaku di pidana engan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana di maksud dalam
ayat(1), ayat(2), dan ayat(3) apabila yang melakukan penganiyaan

tersebut orang tuanya.5

$ Undang-Undang No 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak Pasal 1 ayat (1, 2, 3, 4)
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Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidmigan maka sampailah
kami kepada pembuktian mengenai unsure-unsur tindal; éidana yang di
dakwakan kepada YS, adapun unsur-unsurnya bebagai berikut:$
1. Setiap orang
Yang dimaksud dengan sctiap orang adalah siapa saj;a yang mampu
mempertanggungjawabkan atas perbuatannya baik perseorangan maupun
badan hukum sebagai subyek hukum atau atau bedasarkan fakta yang
terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi, keterangan
terdakwa dan petunjuk, setiap orang dalam perkara ini adalah diri
terdakwa YS bedasarkan uraian tersebut diatas unsure ini telah terpenuhi.
2. Pengaﬁiyayaan
Yang dimaksud dengan penganiyayaan adalah yang menimbulkan
rasa sakit. Berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta
adanya adalah sebagai berikut : pada Hari rabu tanggal 17 Desember 2008
sekitar jam 07.30 Wib bertempat dilapangan olah raga belakang SDN 1
Tropodo Waru Sidoarjo, terdakwa telah menyentil telinga DO menjadi
sakit dan nyeri. Dan dikuatkan oleh VER No. 400/101.404.3.2.272008,
menerangkan sebagai berikut: kepala / leher : terdapat nyeri tekan pada
telinga bagian kiri (warma kemerahan). Dengan demikian unsur tersebut

di atas telah terpenuhi.

¢ Data ditulis dari berkas putusan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur yang
dilakukan terdakwa , YS hal 3
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3. TMp anak.
Yang dimaksud terhadap anak yaitu menurut UU RI No-. 23 tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak pasal | ke-1 yaitu anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.
Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, korban DO masih
berumur 7 tahun, tepatnya dilahirkan tanggal 30 September 2001. Dengan

demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

D. Isi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang Kasus Tindak Pidana
Kekerasan tethadap Anak di Bawah Umur

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.202/Pid/2009/PN.Sda yang
memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat peradilan
tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap tersangka YS terbukti
secara sah dan menyakinkan bersalah dan melanggar pasal 80 ayat 1 UUPA.

Alat-alat bukti yang di jatuhkan dalam persidangan adalah:

Alat-alat bukti ini bedasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan VER
Nomer 400/ 101/ 404. 3.2.22/ 2008, menerangkan sebagai berikut; terdapat
nyeri tekan pada dacrah telinga bagian kiri (warna kemerahan) ;

Kesimpulan keredangan pada telinga luar akibat infeksi atau trauma
benda tumpul.

Sedangkan saksi-saksi yang di ajukan dalam persidangan ini adalah;

1. DO scbagai korban

2. SR sebagai ibu korban
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3. YS scbagai terdakwa

4. MA sebagai kepala sckolah

5. Y sebagai teman mengajar terdakwa

Hal-hal yang memberatkan;

a. Terdakwa scbagai scorang pendidik tidak memberikan contoh yang

baik dalam lingkungan kerjanya.

Hal-hal yang meringankan;

a.

b.

C.

Terdakwa belum pernah di hukum

Terdakwa menyesal atas perbuatannya

Ibu korban telah memaafkan terdakwa

Terdakwa telah mengganti biaya pengobatan korban

Terdakwa masih di perlukan tenaga dan pikrannya sebagai seorang
pengajar

Apa yang dilakukan terdakwa semata-mata dengan tujuan mendidik

Adapun mengenai kutipan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo

No0.202/Pid/2009/PN.Sda tentang hukuman tindak pidana Kekerasan terhadap

anak di bawah umur sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa YS telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak “Penganiayaan terhadap anak”

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara sclama 6

(enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah)

dengan ketentuan jika denda tidak di bayar diganti dengan kurungan

selama 1 (satu) bulan



50

3. Memerintahkan bahwa pidana terscbut tidak akan di jalankan kecuali
kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena
terpidana sebelum lalu tempo percobaan yang lamanya 10 (sepuluh) bulan
malakukan perbuatan yang boleh di hukum

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



'BABIV
ANALISIS HUKUM ISLAM ATAS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SIDOARJO DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

A. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum yang Dipakai oleh Hakim
Pengadilan Negeri Sidoarjo
Untuk menilai atau mengukur suatu perbuatan sebagai tindak kejahatan

tergantung dari nilai dan pandangan hidup yang terdapat dalam masyarakat
tentang apa yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kekerasan yang dilakukan terhadap anak didik dibawah umur
merupakan salah satu kasus yang pcﬂu mendapat perhatian khusus karena
dapat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar dalam sekolah. Sekolah yang
scharusnya menjadi tempat belajar paling efektif berubah menjadi tempat
yang di takuti anak-anak.

Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim
Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus
kekerasan yang dilakukan terhadap anak didik dibawah umur, Hakim
Pengadilan Negeri Sidoarjo terlebih dahulu mampertimbangkan kembali
tuntutan Jaksa Penuntut umum yang menuntut terdakwa telah melanggar
pasal 80 (1)UUPA apakah sudah tepat.

Untuk lebih jelasnya ketentuan pasal 80 (1) UUPA lengkapnya
berbunyi sebagai berikut:' ‘

2

! Undang-undang RI tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

51
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“Setiap orang yang melakukan kekejaman kekerasan atau ancaman
kekerasan,atau penganiayaan terhadap anak,dipidana dengan pidaﬁa penjara
paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp
72.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).”

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari pasal 80
(1) UUPA adalah:

1. Setiap Orang
Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang mampu
mempertanggungjawabkan atas perbuatannya baik perseorangan maupun
.badan hukum sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana
yang diketahuinya mampu Mmgg@g jawab menurut hukum.
Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari
keterangan saksi keterangan terdakwa dan petunjuk, setiap orang dalam
perkara ini adalah diri terdakwa YS bedasarkan uraian tersebut diatas
unsure ini telah terpenuhi.
2. Penganiayaan
Yang dimaksud dengan penganiyayaan adalah yang menimbulkan
rasa sakit. Berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta
adanya adalah sebagai berikut : padaHari rabub tanggal 17 Desember
2008 sekitar jam 07.30 Wib bertempat dilapangan olah raga belakang
SDN 1 Teropodo Waru Sidorjo, terdakwa telah menyentil telinga DO
menjadi  sakit dan nyeri. Dan dikuatkan oleh VER No.

400/101.404.32.272008, menerangkan sebagai berikut: kepala / leher :



53

terdapat nyeri tekan pada telinga bagién kiri ( wama kemerahan ).
Dengan demikian unsure tersebut di atas telah terpenuhi.
3. Terhadap Anak
Yang dimaksud terhadap anak yaitu menurut UU RI No. 23 tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ke-1 yaitu anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.

Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, korban DO
masih berumur 7 tahun, tepatnya dilahirkan tanggal 30 September 2001.
Dengan demikian unsure tersebut telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian pembuktian unsur-unsur pasal di atas jaksa
penuntut umum berkesimpulan bahwa seluruh msm;\msm dari pasal yang di
dakwakan kepada terdakwa YS melanggar pasal 80 ayat 1 UU RI No.23
tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terbukti secara sah dan
meyakinkan,

Bahwa sclama persidangan terdakwa tidak di temukan yang dapat
menghapus pidana yaitu alasan pembenar dan pemaaf maka terdakwa haru di
pidana yang setimpal atas perbuatannya.

Dari apa yang terungkap inlah yang menjadi salah satu dorongan utama
mengapa jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan kepada terdakwa yang
dianggap secara sah bersalah dan melanggar hukum, sebagaimana yang

dimaksud dalam pasal 80 (1) UUPA.
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Setelah menimbang tuntutan jaksa dan sebelum hakim Pengadilan
Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan pula hal-
hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

Hal-hal yang memberatkan;

a. Terdakwa sebagai seorang pendidik tidak memberikan contoh yang
baik dalam lingkungan kerjanya.

Hal-hal yang meringankan;

a. Terdakwa belum pernah di hukum

b. Terdakwa menyesal atas perbuatannya

c. Ibu korban telah memaafkan terdakwa

d. Terdakwa telah mengganti biaya pengobatan korban

e. Terdakwa masih di perlukan tenaga dan pikrannya sebagai seorang
pengajar

f. Apayang dilakukan terdakwa semata-mata dengan tujuan mendidik

Maka Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo No0.202/Pid/2009/PN.Sda
tentang hukuman tindak pidana Kekerasan terhadap anak di bawah umur
sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YS telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak “Penganiyaan Terhadap anak”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama‘6

(enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah)

<
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dengan ketentuan jika denda tidak di bayar diganti ﬁengan kurungan
selama 1 (satu) bulan.

3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak akan di jalankan kecuali
kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena
terpidana sebelum lalu tempo percobaan yang lamanya 10 (sepuluh) bulan
melakukan perbuatan yang boleh di hukum.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo ini dinilai cukup adil
memberikan suatu hukuman yang dapat menjerat pelakunya dengan hukuman
yang berat schingga dapat menimbulkan efek jera. Meskipu hukuman ini
dianggap begitu ringan dan tidak menjamin bagi pelaku untuk tidak
mengulangi perbuatan yang sama.

Karena hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan
juga meringankan di atas yang sudah cukup jelas, dimana terdakwa YS dalam
melakukan kekerasan semata-mata hanya untuk tujuan mendidik tidak lebih.

Sedangkan bila ditinjau berdasarkan Undang-Undang No.23 th 2002
tentang perlindungan anak pasal 80 (1) di atas, pelaku kekerasan terhadap
anak harusnya diancam hukuman maksimal 3 (tiga) 6 (enam) bulan dan/atau
denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Dari ketentuan pidana inilah, setidaknya hakim dalam memutus suatu

perkara dapat mempertimbangkan pula efek yang dialami korban akibat

-
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-perbuatan pelaku, schingga dalam menjatuhkan putusannya hakim dinilai
cukup adil dan imbang dalam memvonis pelaku.

Meskipun Keberadaan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindunagn
anak Qalmn menjerat pelaku kekerasan terhadap anak pada realitasnya belum

berjalan sebagaimana mestinya.

. Analisis Hukum Islam atas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo
Menurut ketentuan hukum pidana Islam, kekerasan yang dilakukan
oleh tersangka disebut dengan tindak pidana sclain jiwa dimana, intinya

adalah perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak

sampai menghilangkan nyawa. Istilah tindak pidana ini disebut juga glrw‘-:r
* B,

Inti dari unsur tindak pidana atas selain jiwa, seperti yang di
kemukakan dalam defenisi di atas adalah perbuatan menyakiti, setiap jenis
pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan manusia,
seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penempelengan.
Oleh karena sasaran tindak pidana ini adalah badan atau jasmani manusia
maka perbuatan yang menyakiti perasaan orang tidak termasuk dalam
definisi di atas, karena perasaan bukan jasmani dan sifatnya abstrak, tidak
kongkrit.

Tetapi dalam kasus ini, sama sekali bukan perbuatan yang melanggar

hukum seperti yang di sebutkan di atas yaitu penganiyayaan atas selain jiwa
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atau , il :3333 ;;l'ﬁig{fz- tetapi bila di tinjau dari hukum pidana Islam,

apalagi si penulis sangat jelas dan mengerti titik masalah tindak pidana yang
yang terjadi di PN Sidoarjo, di mana yang telah di uraikan pada bab tiga.
Dalam 'Islam mendidik atau mengajar adalah upaya mentransmisikan
ilmu dan sikap terhadap peserta didiknya. Adakalanya dalam mengajar atau
mendidik diperlukan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan,
tindakan-tindakan tersebut mulai tindakan yang paling halus seperti nasehat
sampai kepada yang paling keras seperti memukul atau menampar. Tindakan-
tindakan tersebut di benarkan oleh syara’ demi tercapainya tujuan
pendididkan. Tentunya, tindakan—tind;«,lkan itu di sesuaikan dengan tingkat

pendidikan dan dalam batas-batas kewajaran,? Sesuai dengan kaidah:

o o % .

C)J..Uo)_,.b-@c‘:buélj\fb 3‘.;0 :j Y

Tidak ada pertanggung jawaban pidana dan perdata dalam melakukan
pengajaran selama dilakukan dalam batas-batas yang disyari’atkan.

Kaidah ini didasarkan pada Firman Allah:

? Jaih Mubarok, Enceng Arif Faizal, Kaidah Figih Jinayah, (Bandung, Pustaka Bani Quraisy,
2004), 29

3 Abdul Qadlr Audah, Tasyri Al-Jinai Islam Mugoronan Bi AI~OonunAI— Wa’l, (Beirut, Musassah
Ar-risalah,1415H/1994M), 469
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Artinya: ...wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka

naschatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur

mercka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mercka mentaatimu,

Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari
pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan
pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak
bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak
bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang
tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama Telah ada manfaatnya janganlah

dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Dikuatkan pula dengan hadis nabi yang berbunyi:
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Artinya : Dari ‘Amr bin Syuayb dari ayahnya dari kakeknys r.a, ia berkata

Rosullah  bersabda:  Suruhlah  anak-anak  kalian  untuk

melaksanakan solat ketika berumur tujuh tahun dan pukullah
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mercka ketika berumur sepuluh tahun dan pisahkan tempat tidur
mereka (HR. Abu Daud)*

Contoh penerapan kaidah di atas ialah:

Seorang ayah mencambuk anaknya dalam batas-batas kewajaran
dengan maksud mendidiknya untuk rajin melaksanakan solat. Tindakan
tersebut di benarkan oleh syara’ sebagaimana telah di sebutkan sebagaimana
hadis di atas. Akan tetapi ia akan di kenai pertanggung jawaban pidana jika
tindakannya melampaui batas, seperti memukul dengan tongkat besar hingga
menyebabkan cidera berat atau mati.

Dalam Islam ilmu amat tinggi kedudukanya, demikian pula mereka
yang mengajarkan dan menyebarkan ilmu,’ dimana ‘sosok seorang pendidik
atau juga discbut sebagai scorang guru yang sangat di mulyakan atau di
junjung tinggi dalam agama Islam seperti yang telah di tulis dalam kitab
karangan Syeckh az Zamuji Ta’lim Mutaa’lim yang sangat popular di
kalangan pesantren, seperti di terangkan dalam kitab tersebut bahwasannya
hakikat orang tua itu ada tiga yaitu yang pertama adalah orang tua kandung,
orangtua ruh atau (guru), dan mertua. Dari ketiga orangtua tersebut dalam
kitab itu disebutkan, bahwasannya orang tua yang paling di hormati adalah
orangtua ruh yaitu guru. Imam al Ghozali menjelaskan dalam kitab Al Ikhya’
“ hak para guru lebih besar dari pada hak orang tua. Orang tua merupakan

sebab kehadiran orang tua di dunia fana, sedangkan guru bermanfaat bai

4 Syekh Islam Abi Yahya Zakaria Al-Anshori, Fathul Wabhab, (Indonesia, Darul Ihya’ Al-kutubul
Arrobiyah, 825H-925H), 32

-

3 http://www.tabloidsalaf.co.cc/2010/menghormatiguri htmi



manusia untuk mengarungi kehidupan kekal. Kalau lah bukan dari jerih .
| ‘payah guru, maka usaha manusia akan sia-sia dan tidak bermanfaat. Karena
guru memberikan manusia bekal menuju kehidupan akhirat yang kekal”.®

Sedangkan ditinjau dari sggi hukum pidana Islam, juga terdapat
p:ebedaan dalam menjatuhkan hukuman, yang semestinya guru atau muaallim
yang berhak menjatuhkan sanksi atau fa’zir malah justru dalam hukum
positif guru yang di jatuhkan sanksi atau dengan kata lain di jerat dalam
hukum pidana yaitu dengan tuntutan melakukan penganiayaan, yang mana
sudah sangat jelas pengurain bab tiga bawasannya terdakwa semata-mata
hanya untuk tujuan mendidik, tidak lebih.

Di terangkan dalam kitab Farhu/ Mu’in beserta sarahnya dalam kitab
D’anatut Tolibin yang menerangkan bahwa orang-orang yang berhak memberi
ta’zir ialah imam atau penguasa, sayyid kepada budaknya dan bapak atau
suami, dimana menjatuhkan fa’zir tanpa adanya kemaksiatan seperti orang
yang melakukan tidak ada gunanya, meskipun ia tidak tahu.”

Hampir sama dengan keterangan dalam kitab Nihayatuz Zayin,
muallim atau seorang guru atau seorang yang telah mendapat izin dari orang
tua mereka boleh menra’zir, pada anak-anak kecil, orang gila, idiot, dengan
tujuan mendidik dan dikarnakan jelecknya atau kurangnya aklak yang bagus.?

Dalam hadist nabi juga di sebutkan yang artinya “7a’zir itu tidak boleh di

*Imam Al-Ghozali, Jhya’ Ulumuddin, (Semarang, Toha Putra), 55

7 'Asy-SyekhZ sinuddin Bin Abdul Azis Al-Malibari, Fathu/ Muin Sarah Lanattholibin, (Surabays,
Darul Nisyim Mashrizah), 166 dan 167

¥ Abdul Mu'ti Muhammad, Nihayatuz Zain, (Asia, Syrkatun Nur), 356

-
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Jakukan melebibi 10 kali jambukan sedangkan spabila melebibi itu adalzh
add;b had” (riwayat Abi Budah Al Ansori)’

Dari uraian di atas sudah sangat jelas putusan pengadilan Sidoarjo
sangat bertolak belakang bila di tinjau'dari hukum pidana Islam. Hukum
pidana islam sangatlah fleksibel apabila memutuskan suatu perkara, tidak
hanya dilihat dari sudut perbuatan saja tetapi maksud dari tindakan itu

sendiri.

® bnu Hajar Al-Askolani, Bulughul Marom, (Surabaya, Nurul Huda, 773H-852H), 271



BABYV -
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim Pengadilan Negeri
Sidoarjo dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah
umur berdasarkan pasal 80 ayat 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang
perlindungan anak Berlandaskan landasan hukum tersebut dan telah
memenuhi unsur-unsur yang didakwakan dalam tersebut maka maj€lis
hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar
Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak
dibayar diganti dengan kurungan kurunganselama 1 (satu) bulan.

Ditinjau dari hukum pidana Islam vonis yang dijatuhkan oleh hakim
Pengadilan Negeri Sidoarjo sangat betolak belakang dalam Kasus ini,
karma apa, seperti yang telah di uraikan dalam bab IV, dimana dalam
kasus ini yang semestinya terkena sanksi fa’zir oleh seorang muallim
yang memang benar-benar mempunyai hak untuk menfa’zir dalam
masalah ini, terutama untuk ahlak yang kurang baik, malah justru sang
pendidiklah yang jadi tersangka dan di kenai sanksi hukuman. Padahal
semata-mata untuk tujuan mendidik ‘dan tidak ada niat sedikitpun untuk

melakukan kekerasan.
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B. Saran

1. Bagi penegak hl;k;nn dimohon lebih bijaksana dan mengkaji lebih dalam
serta banyak menimbang keputusan yang diberikan. Kemudian memberi
pengetahuan hukum kepada tersangka maupun korban agar peristiwa
tersebut tidak tcrulz;ng kembali.

2. Bagi masyarakat agar selalu memberi contoh yang baik kepada anak-anak
dilingkungannya, karena anak-anak sangat mudah terpengaruh dan meniru
hal-hal yang di contohkan baik hal perbuatan baik maupun perbuatan
buruk.

3. Yang terpenting lagi, tolong hendaknya untuk para orang tua marilah
kita sama-sama saling memahami tugas satu sama lain dengan
mempraktikkanya, saling hormat dan menghormati posisi maupun profesi

orang lain.
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